
"Empat Lensa Membaca Tragedi Amanah"

Pekan ini publik dihadapkan pada kabar yang sulit dicerna:

sebuah program pelatihan calon pengelola koperasi desa

dijalankan dengan model latihan dasar kemiliteran, dan

dari proses itu jatuh lima korban jiwa muda. Reaksi datang

cepat dan seragam dari banyak arah — lembaga hak asasi

menilai latihan militer tidak relevan untuk calon manajer

koperasi, wakil rakyat mendesak evaluasi, organisasi
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Lensa pertama datang dari administrasi publik. Argumennya: ini soal

desain kebijakan yang keliru — sebuah mismatch antara tujuan program

(mencetak manajer koperasi) dan metodenya (latihan fisik militer).

Implikasinya, solusinya bersifat prosedural: perbaiki asesmen kesehatan

peserta, ubah kurikulum, tambahkan pengawasan. Namun celah lensa

ini adalah reduksionisme. Ia memperlakukan tragedi sebagai bug yang

bisa di-patch, dan diam-diam mengasumsikan bahwa dengan prosedur

yang benar, otoritas yang sama akan otomatis bertindak benar.

Pertanyaan yang muncul: apakah masalahnya benar-benar pada

prosedur, atau pada budaya pengambilan keputusan yang menganggap

tubuh warga sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan demi target?

Lensa kedua datang dari sosiologi kekuasaan. Argumennya: yang terjadi

adalah manifestasi relasi kuasa yang timpang, di mana pihak yang

merancang program berada terlalu jauh dari pihak yang menanggung

risikonya. Implikasinya, akuntabilitas tidak akan lahir dari perbaikan

internal, melainkan dari tekanan eksternal — pengawasan sipil, pers,

dan tuntutan hukum. Celah lensa ini adalah ia bisa berujung pada

sinisme permanen: jika semua dibaca sebagai relasi kuasa, maka tidak

ada perbaikan yang pernah tulus, dan setiap tindakan baik dicurigai

sebagai pencitraan. Pertanyaannya: bagaimana membedakan

pengawasan yang sehat dari paranoia yang melumpuhkan?

masyarakat sipil menuntut tim pencari fakta, dan

pemerintah menyatakan akan mengevaluasi serta

mengubah tata nama pelatihan. Di permukaan, ini tampak

seperti kasus kelalaian teknis. Tetapi jika didudukkan lebih

pelan, peristiwa ini adalah studi kasus tentang bagaimana

sebuah masyarakat mendistribusikan tanggung jawab —

dan bagaimana ia cenderung gagal melakukannya.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar "siapa yang

salah", melainkan "melalui lensa apa kita bisa memahami

kegagalan ini secara utuh".



Lensa ketiga datang dari teologi Islam, dan di sini konsep amanah

menjadi alat analisis yang tajam. Dalam kerangka ini, kekuasaan untuk

merancang dan menjalankan program atas nama rakyat bukanlah hak,

melainkan titipan yang akan ditagih. QS. An-Nisaa: 58 meletakkan dua

kewajiban sekaligus — menyampaikan amanah kepada pemiliknya dan

menetapkan urusan dengan adil — sebagai satu paket tak terpisahkan.

Implikasi lensa ini radikal: tanggung jawab tidak berhenti pada yang di

puncak, sebab prinsip kullukum rā 'in (Sahih Muslim 1829a)

mendistribusikan pertanggungjawaban ke setiap simpul rantai

keputusan. Celah lensa ini, jika tidak hati-hati, adalah ia bisa

disalahpahami sebagai individualisasi moral yang mengaburkan

tanggung jawab struktural — seolah cukup dengan "meniatkan baik"

masalah sistemik selesai. Pertanyaannya: bisakah amanah dibaca

tidak hanya sebagai kesalehan personal, tetapi sebagai prinsip

desain institusi?

Lensa keempat datang dari psikologi kepatuhan. Argumennya, sebagian

besar aktor dalam rantai semacam ini bukan orang jahat, melainkan

orang biasa yang mematuhi perintah dalam struktur hierarkis —

fenomena yang dikenal luas dalam kajian obedience. Implikasinya,

mencari satu "penjahat" untuk dihukum justru bisa menutupi akar

masalah, karena struktur yang sama akan memproduksi tragedi serupa

dengan pemain berbeda. Celah lensa ini adalah ia berisiko menjadi alibi:

dalih "hanya menjalankan perintah" adalah kalimat yang persis

diabadikan Al-Qur'an sebagai ratapan yang ditolak di akhirat (QS. Al-

Ahzaab: 67). Pertanyaan yang menggantung: di mana batas antara

memahami konteks kepatuhan dan memaafkan pengabaian tanggung

jawab pribadi?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, yang mungkin

merasa isu ini terlalu besar untuk disentuh? Cukup banyak, sebenarnya,

di skala yang nyata. Di organisasi kemahasiswaan, seseorang bisa

mendorong transparansi penggunaan dana kegiatan — bukan sebagai

formalitas, tetapi sebagai latihan konkret mengelola amanah kolektif. Di

ruang kelas, mahasiswa bisa membiasakan diri bertanya "atas dasar apa



keputusan ini diambil" ketika menghadapi kebijakan kampus, alih-alih

menerima atau menolak secara refleks. Di magang atau kerja paruh

waktu, latihan paling dasar adalah menolak dengan cara yang beradab

ketika diminta melakukan sesuatu yang jelas keliru — sebuah

keterampilan yang jauh lebih sulit dari sekadar patuh atau

memberontak. Dan dalam ruang publik digital, disiplin memverifikasi

sebelum menyebar, serta menuntut akuntabilitas tanpa terjebak fitnah,

adalah bentuk pengawasan sipil yang paling terjangkau. Semua ini

kecil, tetapi justru di skala kecil itulah kapasitas mengelola amanah

besar dilatih.

Yang penting pada akhirnya bukan menemukan satu lensa tunggal yang

menjelaskan segalanya. Setiap lensa menerangi satu sisi dan

menggelapkan sisi lain: yang prosedural melupakan budaya, yang

struktural bisa jatuh ke sinisme, yang teologis bisa disempitkan jadi

moralisme, yang psikologis bisa berubah jadi alibi. Mungkin kedewasaan

intelektual justru terletak pada kesediaan memegang keempatnya

sekaligus — cukup untuk memahami bahwa tragedi semacam ini tidak

pernah punya satu penyebab, dan karena itu tidak pernah punya satu

solusi yang mudah.



Pertanyaan

Q  ·  0 1

Bukankah ini murni masalah sistem dan kebijakan, bukan urusan

agama? Kenapa harus dibawa-bawa ke amanah dan teologi?

A

Sebagian benar — perbaikan prosedur memang mutlak perlu, dan agama

tidak menggantikan audit teknis. Tapi setiap sistem dijalankan oleh

manusia yang membuat keputusan, dan konsep amanah menawarkan

bahasa untuk membicarakan mengapa keputusan itu punya bobot moral,

bukan cuma administratif. Lensa teologis di sini bukan pengganti analisis

kebijakan, melainkan pelengkap yang menjawab pertanyaan "kenapa ini

penting" ketika prosedur saja terasa dingin.

Q  ·  0 2

Kalau semua orang "cuma menjalankan perintah", bukankah tidak

adil menuntut tanggung jawab individu di rantai bawah?

A

Adil dan tidaknya justru bergantung pada posisi dalam rantai. Kajian

kepatuhan menjelaskan mengapa orang patuh, tetapi menjelaskan bukan

berarti membebaskan. Ada gradasi: orang yang merancang metode

berbahaya memikul lebih besar daripada yang sekadar mengikuti. Tapi

"sekadar mengikuti" tetap punya titik di mana seseorang seharusnya bisa

berkata tidak. Persoalannya bukan menyamaratakan hukuman,

melainkan menolak alibi tanggung jawab-nol.



Q  ·  0 3

Apa bedanya nasihat "jaga amanah" ini dengan moralisme generik

yang tidak mengubah apa pun?

A

Perbedaannya ada pada apakah ia berhenti di khotbah atau

diterjemahkan jadi mekanisme. Moralisme generik berkata "jadilah jujur".

Prinsip amanah yang serius berkata "bangun sistem di mana

ketidakjujuran mudah terdeteksi dan sulit disembunyikan". Yang pertama

menaruh beban pada niat individu; yang kedua menaruhnya pada desain

institusi. Kalau amanah hanya dibaca sebagai imbauan personal, kritik ini

valid. Kalau dibaca sebagai prinsip desain, ia justru operasional.

Q  ·  0 4

Bukankah menuntut akuntabilitas lewat demo dan tekanan publik

justru sering berubah jadi fitnah dan penghakiman massa?

A

Risiko itu nyata, dan mengabaikannya naif. Tapi solusinya bukan diam,

melainkan disiplin: menuntut berdasarkan fakta yang terverifikasi,

menjaga praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan, dan

membedakan mengkritik kebijakan dari menghakimi pribadi.

Pengawasan sipil yang sehat dan penghakiman massa yang

gegabah sama-sama "menekan", tapi keduanya berbeda secara etis.

Membedakannya adalah tanggung jawab intelektual, bukan alasan

untuk apatis.



Q  ·  0 5

Saya sendiri tidak terlalu religius. Apakah kerangka amanah ini

masih relevan buat saya?

A

Relevan, karena inti gagasannya bisa berdiri tanpa premis teologis:

kepercayaan yang didelegasikan menciptakan kewajiban, dan besarnya

kewajiban sebanding dengan besarnya kepercayaan. Itu prinsip yang

juga dikenal dalam etika sekuler tentang fiduciary duty. Kerangka agama

menambahkan dimensi pertanggungjawaban ultim, tapi kesediaan

menjaga titipan orang lain adalah nilai yang bisa dipegang siapa pun,

terlepas dari seberapa rajin ia beribadah.


